
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTFI. GORONTALO 

NOMOR « T A H U N 2016 

TENTANG 

IZIN LINGKUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YmG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa kelestarian fungsi Lingkungan Hidup sangat 

penting dalam pelaksanaan pembangunan yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 

b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengendalian Usaha 

dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada 

Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan prosedur, 

mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam 

penyelenggaraan perizinan, dan memberikim kepastian 

hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Neg;ara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
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3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara RepulDlik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negeira Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir deng;an Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republil-c Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5285); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

Dengan Persetujuan EJersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALIKOTA GORONTALO 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkaia : PEB^TURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNG AN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud disngan : 

1. Daerali adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyeleni^garaan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perw^akilan Rakyat Dae;rah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatujm Republik 

Indonesia. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Walikota adalah Walikota Gorontalo. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan 

urusan. di bidang lingkungan hidup. 

6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD y£ing mempunyai tugas pokok, 

fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup. 

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, 

perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang 

sejenis, lembaga, dan, dana pensiun. 

8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam i tu sendiri kelangsungan 

perikehiidupan dan kesejahteraan m£inusia serta maldiluk hidup 

lain. 

9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat 

menimlbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta 

menyebabkan dampak terhadap Lingkun§;an Hidup. 
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10. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang 

bertajiggung jawab atas suatu Usaha. dan/atau Kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

11. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang 

menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha 

dan/£itau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal. 

12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disingkat Amdal adalah kajian mengenai Dampak p>enting suatu 

Usah£L dan/atau Kegiatan yang direnca.nakan pada Lingkungan Hidup 

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 

13. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai 

dampak lingkungan hidup yang merupjakan hasil pelingkupan 

14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal 

adalali telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak 

penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 

15. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut 

RKL £idalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup 

yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 

16. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut 

RPL £idalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang 

terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 

17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah 

pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan 

yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputus£in tentang 

penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 

18. Surat pernyataan kesanggupan ptmgelolaan dan pemantauan 

Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalali pernyataan 

kesan^^pan dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk 

melakukan pengelolaan dan pemanhiuan Lingkungan Hidup atas 

dampak Lingkungan Hidup dari Usalia dan/atau Kegiatan di luar 

Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 



- 5 -

19. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL 

dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

sebagai persyaratan memperoleh Izin Lfsaha dan/atau Kegiatan. 

20. Izin U saha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi 

teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 

21. Perlindungan dan Pengelolaan Linglcungan Hidup adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

Lingkungan Hidup dan mencegah teijadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum. 

22. Dampak penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat 

mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 

23. Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen 

analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup. 

Pasal 2 

Izin Lingkrmgan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap 

kelestarian Lingkungan Hidup dengan meningkatkan upaya pengendalian 

dan pengawasan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang melestarikan 

fungsi Lingkungan Hidup. 

Pasal 3 

Izin Lingkungan diberikan bertujuan untuk : 

a. membisiikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan 

berkelanjutan; 

b. menin:gkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang 

berdampak negatif pada Lingkungan Hidup; 

c. membijrikan kejelasan prosedur mekanisme dan koordinasi antar 

instansi dalam penyelenggaraan perkiinan untuk UsaJia dan/atau 

Kegiatan; dan 

d. memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegjiatan 
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BAB I I 

DOKUMEN LINGKUNGAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 

(1) Setiap Usaha dan /atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau 

UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. 

(2) Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapEin kegiatan yang mieliputi: 

a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; 

b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL,-UPL; dan 

c. pennohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. 

Pasal 5 

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap 

Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal. 

(2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 

wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 

UKL-UPL. 

(3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 

wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki 

SPPL. 

(4) Kriteria. Dampak penting sebagaimana liimaksud pada ayat (1) antara 

lain : 

a. besamya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana 

Usaiha dan/atau Kegiatan; 

b. luas wilayah penyebaran dampak; 

c. inte:nsitas dan lamanya dampak berlarigsung; 

d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena 

dampak; 

e. sifat kumulati f dampak: 

f. berlDalik dan tidak berbaliknya dampaJk; dan 

g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Usaha dan/atau Kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Kedua 

Penyusunan Dokumein Amdal 

Pasal 6 

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun oleh 

Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatfin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), wajib sesuai dengan rencana tata ruang. 

(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang, dokumen 

(4) Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. 

Pasal 7 

(1) Rencjma Usaha dan/atau Kegiatan yaag dilakukan di d;alam kawasan 

lindung dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib 

memiliki Amdal. 

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. kawasan lindung setempat; 

b. kawasan rawan bencana; 

c. kawasan cagar budaya; dan/atau 

d. kawasan RTH kota. 

(3) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dikecualikan bagi rencana Usaha dan/£itau Kegiatan meliputi: 

a. Penelitian dan pengembangan di bidang i lmu pengetahiuan; 

b. yjing menunjang pelestarian kawasan lindung; 

c. yang terkait kepentingan pertahantm dan keamanan Negara yang 

tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan 

d. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap 

Lingkungan Hidup. 

5 ' 
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Pasal 8 

(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimgiksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas : 

a. Kerangka Acuan Kerja; 

b. Andal; dan 

c. RKL-RPL 

(2) Kerangka Acuan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) huruf a 

menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL- RPL. 

Pasal 9 

(1) Dokumen Amdal disusun dengan menggunakan pendekatajo studi: 

a. tunggal 

b. terpadu; atau 

c. kawasan 

(2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan apabila Pemrakarsa meremcanakan untuE: melakukan 

1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan 

dan/atau pengawasannya berada di bav/ah 1 (satu) instansi pemerintah 

baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah. 

(3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk 

melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/a1:au Kegiatan 

yang perencanaan dan pengelolaannj^a saling terkait dalam satu 

kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau 

pengawasannya berada di bawah lebih 1 (satu) instansi pemerintah 

baik Pemerintah Pusat, Pemerintali Propinsi atau Pemerintah 

kabupaten / Kota. 

(4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk 

melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kejgiatan yang 

perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletaf: dalam satu 

kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang p<mgelolaannya 

dilakukan oleh pengelola kawasan. 

1 ' 
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Pasal 10 

(1) Usah£i dan/atau Kegiatan yang iDerdampak penting terhadap 

Lingkungan Hidup dikecualikan dari kewajiban menjnasun Amdal 

sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila ; 

a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya beradsi di kawasan 

yang telah memiliki Amdal kawasan; 

b. lolcasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kota yang 

telah memiliki rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana 

taita ruang kawasan strategis kota; atau 

c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap 

darurat bencana. 

(2) Usahfi dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan: 

a. dc'kumen RKL-RPL kawasan; atau 

b. rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang 

ka wasan strategis kota. 

Pasal 11 

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

merujDakan dasar penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. 

(2) Hasil Amdal harus digunakan sebagai bagian perencanaan 

pembangunan wilayah. 

Pasal 12 

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksuid dalam Pasal 9, disusun oleh 

Pemreikarsa dengan menikutsertakan masyarakat: 

a. yang terkena dampak; 

b. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau 

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses 

Amdal. 

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud jpada ayat (1) 

dilakukan melalui: 

a. pemgumuman rencana Usaha dan/'atau Kegiatan; dan 

b. konsultasi publik. 
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(3) Pengiloitsertaan masyarakat harus dilakukan berdasairkan prinsip 

pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta 

diberitahukan sebelum penyusunan dol-aimen Kerangka Aeuan. 

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jeingka 

waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, 

dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 

(5) Saran, pendapat dan tan^apan sebagaimana diroaksud pada 

ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Walikota. 

(6) Pengajuan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan 

dan pengkajian Andal. 

Pasal 13 

(1) Dalam menyusun dokumen Amdal Pemrakarsa dapat menyusun 

sendiid atau meminta bantuan kepada pihak lain. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun 

Amdal: 

a. perorangan; atau 

b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen 

Amdal. 

Pasal 14 

(1) Penyusun dokumen Amdal wajib dilakukan oleh pemnisun Amdal 

yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal. 

(2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diperoleh melalui uj i kompetensi. 

(3) Untul i mengikuti u j i kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan 

penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus. 

(4) Pendidikan dan pelatihan penjmsunan Amdal sebagaimjma dimaksud 

pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi 

di bidang Amdal. 
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(5) Dalam penyusunan dokumen Amdal, penyusun dokumen Amdal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggianakan data 

dan/atau informasi dan/atau kaidah ilmiah yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Bagian Ketiga 
Penyusunan UKL - UPL 

Pasal 15 

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh 

pemreikarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiat^in sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. 

(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib 

dikembalikan kepada Pemrakarsa. 

Pasal 16 

Penjrusungin UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

dilakukan melalui pengisian formulir UKL- UPL. 

Pasal 17 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bekeija pada SKPD di bidang Lingkungan 

Hidup» dilarang menjadi penyusun Amdal dan/atau UKL-UPL. 

(2) Dalam hal SKPD di bidang Lingkungan Hidup bertindak sebagai 

Pemrgikarsa, maka pegawai negeri sipii: sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal dan/atau UKL-UPL. 

BAB III 

PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL 

Bagian Kesatu Kerangka Acuan 

Pasal 18 

(1) Keran gka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a 

disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL. 
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(2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai 

Amdal, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal. 

(3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis 

mengcmai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan. 

Pasal 19 

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah 

dinyaliakan lengkap secara administrgisi, dinilai oleh Komisi Penilai 

Amdal. 

(2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Komisi Penilai Amdal menugaskan t im teknis untuk menilai Kerangka 

Acuan. 

(3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk 

meny«;pakati Kerangka Acuan. 

(4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada 

Komisi Penilai Amdal. 

(5) Dalam hal hasil penilaian t im teknis menunjukkan bahwa Kerangka 

Acuan perlu diperbaiki, t im teknis menyampaikan dokumen tersebut 

kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada F'emrakarsa. 

Pasal 20 

(1) Pemrakgirsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) kepada Komisi Penilai 

Amdali. 

(2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dinilai oleh t im teknis. 

(3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan 

kepada Komisi Penilai Amdal. 

Pasal 21 

Jangka v^aktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

dan/atau Pasal 20 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara 

administrasi. 
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Pasal 22 

Dalam hal hasil penilaian t im teknis sebagaimana dimaksud djilam Pasal 19 

ayat (4) atau Pasal 20 ayat (3) menygitakan Kerangka Acuan dapat 

disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan. 

Pasal 23 

(1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila: 

a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud diilam Pasal 20 

ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa ]Daling lama 3 

(tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan 

kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; dan/atau 

b. Pemrakarsa tidak menyusun Andfil dan RKL-RPL dalam jangka 

W£iktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkanny£i persetujuan 

Kerangka Acuan. 

(2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlalcu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Ker£ingka Acuan 

sesuaii dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pfisal 18. 

Bagian Kedua 

Andal dan RKL-FiPL 

Pasal 24 

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan: 

a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; dan/atau 

b. Konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal 

belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan. 

Pasal 25 

(1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 diajukan kepada Walikota melalui Sekretariat Komisi 

Penilai Amdal, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi 

Penilai. Amdal. 

(2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis 

mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL. 
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(3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai 

dengan kewenangannya. 

(4) Komisi Penilai Amdal menugaskan t im teknis untuk menilai 

dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara 

administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal. 

(5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan 

RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal. 

Pasal 26 

(1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), menyelenggarakan 

rapat Komisi Penilai Amdal. 

(2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian 

Andal dan RKL-RPL kepada Walikota siesuai kewenangannya. 

(3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 

a. rekomendasi kelayakan lingkungan; dan/atau 

b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan. 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi: 

a. prakiraan secara cermat mengenm besaran dan sifat penting 

dsimpak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi., budaya, tata 

ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap p)rakonstruksi, 

konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan; 

b. haisil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak penting 

hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan 

saling memengaruhi, 

sehingga diketahui perimbangan Dampak penting yang bersifat 

positif dengan yang bersifat negatii'; dan 

c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung 

jawab dalam menanggulangi Dampak penting yang bersifat negatif 

yang akan ditimbulkan dari Usjiha dan/atau Kegiatan yang 

di]-encanakan, dengan pendekatan teknologi, social dan 

kelembagaan. 
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(5) Dalam hal rapat komisi penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen 

Amdal dan RKL-RPL perlu diperlDaiki, komisi ptmilai Amdal 

mengembalikan dokumen andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa 

untuk diperbaiki. 

Pasal 27 

(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumcm Andal dan 

RKL-I?PL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dim.aksud dalam 

Pasal 25 ayat (1). 

(2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan 

penilaian akhir terhadap dokumen Andfd dan RKL-RPL. 

(3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa 

rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Walikota sesuai 

keweriangannya. 

Pasal 28 

Jangka w^aktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 

Pasal 26, dan/atau Pasal 27 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh 

lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan 

lengkap. 

Pasal 29 

(1) Walikota berdasarkan rekomendasi picnilaian atau penilaian akhir 

dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam l^asal 26 dan 

Pasal 27, menetapkan keputusan kcdayakan atau kc;tidaklayakan 

Lingkungan Hidup. 

(2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ke;tidaklayakan 

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 

rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Khmisi Penilai 

Amdal. 

Pasal 30 

(1) Kepuhisan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; 
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b. p€:myataan kelayakan lingkungan; 

c. persyaratan dan kewajiban Pemralkarsa sesuai dengan RKL-RPL; 
dsm 

d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana 

diiTiaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c. 

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa 

wajib memiliki izin perlindungan dan jjengelolaan Lingkungan Hidup, 

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus mencantumkan jumla l i dan jenis izin Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Pasal 31 

Keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. Dasar p)ertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan 

b. Pernyataan ketidaklayakan lingkungan. 

Pasal 32 

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL diatur lebih 

lanjut dala:ii Peraturan Walikota. 

Bagian Ketiga 
UKL-UPL 

Pasal 33 

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat 

dilakukan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan 

di bidang Lingkungan Hidup. 

Pasal 34 

(1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah 

diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Kepala SKPD. 

(2) Kepaki SKPD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi 

formulir UKL- UPL. 



- 17 -

(3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi fonnulir UKL-UPL 

dinyatakan tidak lengkap, Kepala S]<PD mengembalikan UKL-UPL 

kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi. 

(4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL 

dinyatakan lengkap, Kepala SKPD melakukan pemeriksagin UKL-UPL. 

(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam 

jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL 

dinyatakan lengkap secara administrasi. 

Pasal 35 

(1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalmm Pasal 33, 

Kepala SKPD menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL. 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : 

a. persetujuan; dan/atau 

b. penolakan. 

Pasal 36 

(1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat: 

a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL- UPL; 

b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan 

c. pei'syaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang 

tercantum dalam UKL-UPL. 

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa 

wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mencantumkan jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Pasal 37 

Rekomendfisi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimsiksud dalam 

Pasal 35 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat: 

1. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL- UPL; dan 

2. pemy£itaan penolakan UKL-UPL. 
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Pasal 38 

(1) Rekomendasi UKL-UPL menjadi dasar penerbitan izin lingkungan. 

(2) Ketentuan mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan 

Rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 

Bagian Keempat 
SPPL 

Pasal 39 

(1) Pemraliarsa mengajukan permohonan tanda daftar SPPL kepada 

SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup. 

(2) SPPL yang tidak sesuai dengan kegiahm usahanya wajib melakukan 

perubcihan SPPL. 

(3) Perubeihan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam 

kriteria wajib UKL UPL 

atau /imdal melalui penyusunan dan verifikasi SPPL baru. 

(4) Tata cara pengajuan tanda daftar SPPL sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 

BAB IV 

KOMISI PENILAI AMDAL 

Pasal 40 

(1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal. 

(2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri dari: 

a. Ketua; 

b. Selcretaris; dan 

c. Anggota. 

(3) Komisi Penilai Amdal dalam melaksanjikan tugasnya dibantu oleh: 

a. Tim teknis; dan 

b. Selcretariat Komisi Penilai. 

(4) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) h u m f c terdiri dari: 

a. SKPD dan/atau instansi terkait; 
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b. Tenaga Ahli dibidang Lingkungan Hidup; 

c. Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Lingkungan Hidup; 

d. Masyarakat terkena dampak. 

(5) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimtiksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Walikota. 

BAB V 

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN 

Bagian Kesatu 
Permohonan Izin Lingkungan 

Pasal 41 

(1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh 

penan^;gungjawab usaha dan atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada 

Walikota Gorontalo. 

(2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-

RPL atau pemerikasan UKL-UPL. 

Pasal 42 

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), 

harus dilengkapi dengan: 

a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 

b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan 

c. profil Usaha dan/atau Kegiatan. 

Pasal 43 

Setelah misnerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42, Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin 

Lingkungan. 

Pasal 44 

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 untuk Usaha 

dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dikikukan oleh Walikota. 
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(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

multimiedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan 

paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-

RPL yang diajukan dinyatakan lengkap s€:cara administrasi. 

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan 

terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan. 

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak 

dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Kicmisi Penilai 

Amdal. 

Pasal 45 

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha 

dan/atau Kegiatan yang wajib UKLUPL dilakukan oleh Walikota. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau 

Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-

UPL ya ng diajukan dinyatakan lengkap srxara administrasi. 

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan 

terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan. 

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat (disampaikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Bagian Kedua 

Penerbitan Izin Lingloingan 

Pasal 46 

(1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh walikota, untuk Keputusan Kelayakan 

Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh 

walikota. 

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibsrbitkan oleh 

walikota : 

a. setcslah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan 

setiagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan 
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b. dilaliukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan 

Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. 

Pasal 47 

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) paling 

sedikit memuat: 

a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan 

Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-LFPL; 

b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh walikota; dan 

c. berakhirnya Izin Lingkungan. 

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa 

wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 

jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

sesuai dengan peraturan perundang-und<mgan. 

(3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dtmgan berakhimya izin Usaha 

dan/atau Kegiatan. 

Pasal 48 

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan walikota wajib diumumkan 

melalui media massa dan/atau multimedia. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dibsrbitkan. 

Pasal 49 

(1) Penan f^ng jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan 

permolionan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usahia dan/atau 

Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk 

dilakukan perubahan. 

(2) Perub£ihan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan; 

b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 
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c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang 

memenuhi kriteria: 

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang 

berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 

2. penambahan kapasitas produksi; 

3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan; 

4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan; 

5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan; 

6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan; 

7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup 

di dalam izin lingkungan; 

8. teijadinya perubahan kebijakan pc;merintah yang ditujukan dalam 

rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; dan/atau 

9. teijadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat 

peristiwa alam atau karena akibat; lain, sebelum dan pada waktu 

Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; 

d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan 

hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup 

dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau 

e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam 

jang;ka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. 

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan 

sebag£dmana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, 

penanjggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan 

permohonan perubahan Keputusan Kekiyakan Lingkungan Hidup atau 

Rekomendasi UKL-UPL. 

(4) Penertiitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 

dilaku^kan melalui: 

a. pemnisunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau 

b. penyampaian dan penilaian terhadap a.dendum Andal dan RKL-RPL. 

(5) Penertiitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui 

penjoisunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru. 



- 23 -

(6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubjihan Usaha dan/atau Kegiatan 

tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal. 

(7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan 

penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau 

Rekomendasi UKL-UPL. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau 

Kegiat£in sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan 

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidiup, perubahan Rekomendasi 

UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan 

Walikota. 

Pasal 50 

(1) Dalam hal teijadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, walikota sesuai 

kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan. 

(2) Dalam hal teijadi perubahan pengelolaan dan pemantauan. lingkungan 

hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, 

p e n a n j ^ n g jawab Usaha dan/atau Kej^atan menyampaikan laporan 

peruba.han kepada walikota. 

(3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud piada ayat (2) 

walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin 

Lingkungan. 

Bagian Ketiga 

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan 

Pasal 51 

(1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban: 

a. menaati persyaratan dan kewajibfm yang dimuat dalam Izin 

Linjgkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan. lingkungan 

hidup; 

b. membuat dan menyampaikan lajDoran pelaksanaem terhadap 

persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kep)ada Menteri, 

gut>ernur, atau bupati/walikota; dan 
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c. menyediakan dana penjaminan untuJ< pemulihan fungsii lingkungan 

hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

LaporEin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan 

secara berkala setiap 6 (enam) bulan. 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGrAWASAN 

Pasal 52 

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Izin Lingkungan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai {Delaksanaan pembinaan dan 

pengawasan diatur dalam Peraturan Wtdikota. 

BAB VII 

PENDANAAN 

Pasal 53 

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, 

kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

Dana kegiatan: 

a. penilaian Amdal yang dilakukan ole;h komisi Penilai Amdal, t im 

teknis, dan sekretariat Komisi Penikd Amdal; dan/atau. 

b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD yang 

membidangi Lingkungan Hidup dialokasikan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL- UPL yang 

dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan t im teknis dibebankan 

kepadfi Pemrakarsa yang jumlah dan besaran jasa penilaian 

sebagaimana dimaksud diatas akan diatur melalui peraturan walikota 

berdasarkan standar biaya umum daerahi. 

BAB VIII 

SANKSI ADMINlSTFiATlF 

Pasal 54 

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 40 

ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dalam 

Peraturan Daerah in i dapat dikenakan sEinksi administrasi. 
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(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud f»ada ayat (1) 

dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian kegiatan; 

c. pem^bekuan izin;dan/atau 

d. pencabutan izin. 

(3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi administrasi 

sebagEiimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih kmjut dengan 

Peraturan Walikota. 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan DaerEih in i harus ditetapkan paling 

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah in i diundangkan. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada l a n ^ a l diundangkan. 

Agar setiaj) orang mengetahuinya memerinteihkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 55 

Pasal 56 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 29 ••••«Tier 291» 

Pit. SEKRETARIS D 

ZAINUDDIN RAHIM 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (8/52/2016) 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG 

IZIN UNGKUNGAN 

UMUM 

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia 

harus diselenggarakan berdasarkan prinsip j)embangunan 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah 

Pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

F'emanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar 

pembangunan di Indonesia saat ini dgin masih diandalkan di masa 

yang akan datang. Oleh karena i tu , p<;nggunaan sumber daya alam 

tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya 

alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar piembangunan 

berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi {economically 

viable), diterima secara sosial [socially acceptable), dan ramah 

lingkungan [environmentally sound). Proses pembanj^unan yang 

diselen^ggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini 

dan yang akan datang. 

Aktivitas pembangunan yang dilalcukan dalam berbagai bentuk 

Usaha dan/atau Kegiatan pada dasamya akan menimbulkan dampak 

terhadsLp lingkungan. Dengan diterapkaruya prinsip berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, 

dampak terhadap lingkungan yang diakilcatkan oleh berbgigai aktivitas 

pembangunan tersebut dianalisis sejak awal peremcanaannya, 

sehingg;a langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan 

dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau 

instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah 
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Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan 

bahw£L setiap Usaha dan/atau Kegisdan yang berdampak penting 

terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya 

mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga 

aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. 

Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak 

berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan 

Amdal dan UKL- UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta 

menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak 

terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat 

pengambilan keputusan yang efektif. Amdal dan UKL-UPL juga 

merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. 

Pada dasamya proses penilaian Amdjil atau pemeriksgian UKL-UPL 

mempjikan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan 

Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam 

proses perencanaan usaha dan/atau Keipatan, Menteri, gubemur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan 

informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak 

lingkungan yang mungkin teijadi dari suatu rencana Usaha dan/atau 

Kegiatem tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari 

aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkain informasi 

tersebut, pengambil keputusan dapiat mempertimbaingkan dan 

menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau Kegiatan tersebut 

layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkun:gannya dapat 

diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan 

keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan. Tujuan diterbitkannya Izin 

Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap 

Lingkungan Hidup yang lestari dan berkidanjutan, meningl<:atkan upaya 

pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada 

Lingkungan Hidup, memberikan kejelasian prosedur, melcanisme dan 

koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha 

dan/atjiu Kegiatan, dan memberikan k(;pastian hukum dalam Usaha 

dan/atau Kegiatan. 



PASAl, DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal \̂ 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cuknp jelas 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan 

preventif terhadap pencemarari dan kerusakan Lingkungan 

Hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. 

Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam 

perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal 

tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan 

dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat 

in i dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil 

rekayasa. 

Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Ayat (3) 

Cukupjelas.. 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 



Pasal 10 

Ayat ( l ) 

Huruf a 

Cukupjelas. 

Huruf b 

Pengecualian ini dikarenakan rencana detil tata ruang 

kota telah disusun melalui kajian ilmiah yang 

komprehensif dan rinci berdasarkan antara lain 

kajian terhadap daya dukung, daya tampung 

lingkungan, dan kajian Lingkungan Hidup strategis. 

Arahan pemanfaatan ruang dalam rencana detil tata 

ruang sudah memperhitungkan atau meng;kaji dampak 

suatu kegiatan terhadap Lingkungan Hidup, termasuk 

proyeksi, prediksi, dan pengendalian dampak secara 

detil. Pasal ini dapat dilaksanakan sampai ada petunjuk 

dari kementerian. 

Huruf c 

Cukupjelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

G)ukup jelas 

Pasal 14 

Cukupjelas 

Pasal 15 

Ayat (1) 

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan 

tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan 

Lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan olieh aktivitas 



pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu 

instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, 

UKLUPL tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan 

dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dakim ayat ini 

dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail 

rekayasa. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukupjelas. 

Pasal 17 

Cukupjelas 

Pascil 18 

Ayat (1) 

Kerangka Acuan merupakim hasil pelingkupan dan berisi 

metodologi yang menjadi dasar penyusunan /mdal dan RKL-

RPL. 

Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "lengkap secara administrasi" 

adalah kepemilikan bukt i antara lain berupa: 

a. bukt i formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau 

Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang; 

b. bukt i formal yang menyatakan bahwa jenis rencana 

Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat 

dilakukan; dan 



c. tanda bukti registnisi kompetensi bagi lembaga 

penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan 

sertifikasi kompetensi penyusun Amdal. 

Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Ayat (3) 

Cukupjelas. 

Ayat (4) 

Cukupjelas. 

Ayat (5) 

Cukupjelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari kerja dipergunakan 

oleh: 

a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan 

dokumen Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal; 

b. Komisi Penilai Amdal menugaskan t im teknis untuk 

melakukan penilaian; t im teknis untuk melakukan penilaian 

dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai 

Amdal; dan 

c. Kom isi Penilai Amdal untuk menerbitkan persetujuan 

Kerangka Acuan. 

Pasa] 22 

Cukup jelas 

Pasa] 23 

Ayat ( l ) 

Huruf a 

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terdapat 

kemungkinan telah teijadi perubahan rona 

Lingkungan Hidup, karena cepatnya 



perkembangan pembangunan, sehingga rona 

Lingkungan Hidup yang semula dipakai sebagai 

dasar penyusunan Amdal tidak sesuai lagi 

digunakan un tu l : memprakirakan dampak 

Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Flegiatan yang 

direncanakan. 

Huruf b 

Cukupjelas. 

Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Cukupjelas. 

Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Lingkup penilaian oleh t im teknis antara lain: 

a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang; 

b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau 

pedoman teknis di bidang Amdal; 

c. ketepatan dalam penerapan metode penelitian/'analisis; 

d. kesahihan data yang digunakan; 

e. kelayakan desain, teknoloj^, dan/atau proses produksi 

yang digunakan dari aspek perlindungan dan 

pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau 

f. kelayakan ekologis, sosial, dan 



g. kesehatan. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pas£il 26 

Ayat (1) 

Cukupjelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukupjelas. 

Huruf b 

Cukupjelas. 

Huruf c 

Pertimbangan kelayakan lingkungan dinilai tidak 

hanya dari kemampuan Pemrakarsa untuk 

menanggulangi dampak negatif tetapi juga dilihat dari 

kemampuan pihak tehkait, seperti pemerintah dan 

masyarakat. 

Yang dimaksud dengan "pendekatan teknologi" adalah 

cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola 

Dampak penting. 

Yang dimaksud dengan "pendekatan sosial" adalah 

langkah penanggulangEin Dampak penting yang 

dilakukan melalui tindakan yang berlanciaskan pada 

interaksi sosial. 

Yang dimaksud dengan "pendekatan kelembagaan" 

adalah penanggulangan dampak penting melalui 

mekanisme kelembagaan dalam bentuk koordinasi 

dan kerjasama dengan berbagai pihak terkai t. 



Ayat 5 

Cukup Jelas 

Pasal 27 

Cukup j e l a s 

PasEi l 28 

Jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja 

dipergunakan oleh: 

a. sekretariat Komisi Penilai AmdEil untuk menyampadkan dokumen 

Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal; 

b. Komisi Penilai Amdal menugaskan t im teknis untuk melakukan 

penilaian; 

c. Tim Teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan 

hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal; 

d. Komisi Penilai Amdal untuk menyelenggarakan rapat komisi; 

dan Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan rekomendasi 

hash penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Walikota. 

Pasal 29 

Cukupjelas 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukupjelas. 

Huruf b 

Cukupjelas. 

Huruf c 

Cukupjelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "pihak te:rkait yang 

bertanggung jawab" emtara lain kementerian atau 

lembaga Pemerintah nonkementerian, siatuan kerja 

Pemerintah Provinsi, satuan kerja pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 31 

Cukup jelas 

Pasa][ 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 

(3ukup jelas 

Pasal 34 

Ayat ( l ) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "kelengkapan administrasi 

formulir UKL-UPL" antara lain: 

a. kesesuaian dengan tata ruang; 

b. deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 

c. dampak lingkungan yang akan terjadi; 

d. program pengelolaan dan pemantauan Lingliungan 

Hidup; dan/atau 

e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan Lingkungan 

Hidup. 

Ayat (3) 

Cukupjelas. 

i\yat (4) 

Cukupjelas. 

Ayat (5) 

Cukupjelas. 

Pasal 35 

Cukupjelas 
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Pasal 36 

Cukup jelas 

Pasal 37 

Cukup jelas 

Pasal 38 

Cukupjelas 

Pasal 39 

Cukup jelas 

Pasa] 40 

Cukupjelas 

Pasal 41 

Clukup jelas 

Pasal 42 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Izin perlindungan dan p'sngelolaan Lingkungan Hidup 

yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota 

meliputi izin pembuangan air limbah ke air atau sumber 

air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada 

tanah, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (limbah B3) pada skala Kabupaten/'kota kecuali 

minyak pelumas/oli bekas , izin lokasi pengolahan limbah 

B3, dan izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri 

atau usaha suatu kegiatan 

/iyat (3) 

Cukupjelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas 

Pasal 44 

Cukupjelas 
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Pasa] 45 

Cukupjelas 

Pasal: 46 

Cukup jelas 

Pasa] 47 

Cukupjelas 

Pasal 48 

Cukup jelas 

Pasal 49 

Cukup jelas 

Pasal 50 

Cukup jelas 

Pasal 51 

Cukupjelas 

Pasal 52 

Cukup jelas 

Pasal 54 

Cukupjelas 

Pasal 55 

Cukup jelas 

Pasal 56 

Cukupjelas 
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